
Nomos: 

Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 
Vol. 5 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 284 – 291 

DOI :   

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows 

readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow 

readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright. 

 

Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Redistribusi Tanah Bekas Hak 

Guna Usaha di Jawa Tengah 

Deviani Rifka Shaharani a, 1*, Asmarani Ramli a, 2 
a Universitas Negeri Semarang, Indonesia 
1 devianirifka@students.unnes.ac.id *  

*korespondensi penulis 

Informasi artikel  : ABSTRAK 

Received:8 Mei 2025; 

Revised: 20 Mei 2025; 

Accepted: 27 Mei 2025. 

 Redistribusi tanah bekas HGU merupakan bagian dari reforma agraria untuk 

menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Penelitian ini 

memiliki tujuan guna menganalisis implementasi redistribusi tanah eks-HGU 

dalam kerangka reforma agraria di Jawa Tengah serta mengevaluasi bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai penerima tanah. 

Fokus utama diarahkan pada dua wilayah studi, yakni eks-HGU PT Sinar 

Kartasura di Kabupaten Semarang dan eks-HGU PT Perkebunan Tratak di 

Kabupaten Batang. Penelitian ini menganalisis implementasi redistribusi tanah 

eks-HGU di Jawa Tengah serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi petani 

penerima, dengan studi kasus. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan 

wawancara. Hasil menunjukkan kemajuan administratif seperti distribusi 

sertifikat dan penetapan subjek penerima, namun masih terdapat kendala berupa 

lemahnya koordinasi, validasi data yang belum optimal, ketiadaan pengawasan 

pascaredistribusi, dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang 

efektif. Perlindungan hukum terhadap petani belum optimal, sehingga 

diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan harmonisasi kelembagaan 

guna mencapai keadilan agraria yang berkelanjutan.  
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 Legal Protection for Farmers in the Redistribution of Former HGU Land 

in Central Java. The redistribution of land formerly under Right of 

Cultivation (HGU) is part of agrarian reform aimed at achieving justice in 

land ownership and control. This study aims to analyze the implementation of 

ex-HGU land redistribution within the agrarian reform framework in Central 

Java and to evaluate the legal protection provided to farmers as land 

recipients. The main focus is directed at two case study areas: the former 

HGU of PT Sinar Kartasura in Semarang Regency and the former HGU of PT 

Perkebunan Tratak in Batang Regency. Using an empirical juridical 

approach, data were collected through literature review, legal document 

analysis, and interviews. The findings show administrative progress, such as 

land certificate distribution and recipient identification; however, challenges 

remain, including weak inter-agency coordination, suboptimal data 

validation, lack of post-redistribution monitoring, and the absence of an 

effective dispute resolution mechanism. Legal protection for farmers remains 

suboptimal, indicating the need for strengthened technical regulations, 

enhanced supervision, and institutional harmonization to achieve sustainable 

agrarian justice. 
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Pendahuluan  

Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu jenis hak atas tanah yang memberikan hak kepada 

perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. HGU 

menjadi salah satu instrumen utama yang memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah negara, 

terutama untuk keperluan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. HGU merupakan bagian 

dari reforma agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Ramli & 

Asmarani, 2012). Reforma agraria ialah usaha penataan ulang atas penguasaan serta pemanfaatan tanah 

secara adil, yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengaturan kembali kepemilikan tanah (penataan 

aset) dan pemberian akses pendukung bagi penerima tanah, seperti akses pembiayaan, pelatihan, serta 

sarana produksi pertanian. Reforma agraria dipahami sebagai langkah strategis dalam menata ulang 

struktur penguasaan, kepemilikan, serta penggunaan tanah, agar lebih berorientasi pada keadilan social 

(Sauni & Herawan, 2025). 

Asas keadilan dalam hukum agraria menuntut supaya penguasaan, pemilikan, serta pemanfaatan 

tanah dilakukan secara merata serta tidak menimbulkan kesenjangan struktural di tengah masyarakat. 

Hak atas tanah tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir orang atau korporasi besar, tetapi harus 

memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat untuk memiliki dan mengelola lahan secara sah. 

Reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. HGU menjadi instrumen penting 

dalam mencapai tujuan tersebut karena memungkinkan pemanfaatan tanah negara untuk kegiatan 

produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan hak kepada 

individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara, HGU mendorong investasi dan 

pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemegang HGU memiliki 

kewajiban untuk mengusahakan tanah sesuai dengan peruntukannya, menjaga kelestarian lingkungan, 

dan mematuhi rencana tata ruang wilayah (Diliwiyana & Eka Muji, 2022). Selain itu, pemegang HGU 

juga diwajibkan untuk membangun dan memelihara prasarana lingkungan serta memberikan laporan 

tahunan mengenai penggunaan HGU. Larangan bagi pemegang HGU antara lain adalah tidak boleh 

menyerahkan hak atas tanah kepada pihak lain tanpa izin, tidak boleh mengalihkan hak tanpa memenuhi 

persyaratan, dan tidak boleh mengubah peruntukan tanah tanpa persetujuan yang sah.  

Ketimpangan agraria tercermin pada penguasaan tanah produktif oleh badan usaha berskala 

besar, termasuk melalui Hak Guna Usaha (HGU), sementara petani kecil tidak memiliki akses memadai 

terhadap tanah. Banyak tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang atau ditelantarkan, tetapi belum 

dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan redistribusi tanah di berbagai daerah 

masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek hukum dan administrasi. Permasalahan seperti 

lemahnya pengawasan terhadap pengalihan hak secara ilegal, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, 

serta tumpang tindih klaim oleh pihak lain menjadi hambatan serius. Hal ini menunjukkan belum 

optimalnya perlindungan hukum terhadap petani sebagai penerima manfaat program redistribusi tanah. 

Kelemahan dalam proses verifikasi subjek dan validasi objek agraria bahkan menimbulkan konflik 

horizontal di tingkat lokal, memperparah situasi di tengah rendahnya koordinasi antarinstansi, seperti 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan aparat desa (Arifin, & Wachidah, 2023). 

Landasan konstitusional reforma agraria tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana menekankan fungsi sosial tanah 

sebagai instrumen keadilan sosial. Di sisi lain  ada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai 

Percepatan Reforma Agraria menetapkan skema redistribusi tanah kepada petani sebagai bagian dari 

strategi nasional, termasuk di wilayah Jawa Tengah, seperti eks-HGU PT Sinar Kartasura di Kabupaten 

Semarang dan eks-HGU PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang. 
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Pelaksanaan redistribusi di sejumlah daerah masih menyisakan permasalahan hukum, antara lain 

lemahnya pengawasan atas pengalihan hak secara ilegal, ketidakpastian status kepemilikan, serta 

tumpang tindih klaim kepemilikan oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya 

perlindungan hukum terhadap petani penerima redistribusi tanah (Saimar, et al., 2024). Oleh karena itu, 

penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yakni bagaimana implementasi 

redistribusi tanah bekas HGU dalam kerangka reforma agraria di wilayah Jawa Tengah dan apa saja 

tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagai penerima tanah 

hasil redistribusi. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah 

eks-HGU berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan-hambatan 

hukum dalam proses pelaksanaannya, termasuk permasalahan verifikasi subjek dan objek, keabsahan 

prosedur administratif, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap petani. Kajian ini memiliki 

relevansi dalam mendukung penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria, serta 

memberikan kontribusi normatif bagi pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga 

swadaya masyarakat dalam menjamin keadilan distribusi tanah dan perlindungan hak agraria 

masyarakat secara berkelanjutan. 

 

Metode 

   Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan 

melibatkan pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, guna 

memahami realitas pelaksanaan hukum serta implementasi aturan-aturan hukum secara nyata di 

lingkungan sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi 

kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen 

hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan 

dengan tema penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang 

diperoleh dari hasil studi dokumen dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan 

menafsirkan bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dalam konteks redistribusi tanah bekas 

HGU di Jawa Tengah dijalankan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum 

dan praktik sosial, guna mengungkap sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam memberikan 

perlindungan kepada petani. 

 

Hasil dan pembahasan 

Pelaksanaan redistribusi tanah eks-HGU diawali dengan tahapan administrasi berupa identifikasi 

objek tanah yang hak guna usahanya sudah berakhir maupun tak diperpanjang. Setelah dinyatakan 

sebagai tanah negara, proses berlanjut ke penetapan lokasi, verifikasi fisik di lapangan, penunjukan 

subjek penerima, serta penyusunan dokumen redistribusi seperti berita acara dan sertifikat hak milik. 

Prosedur ini dijelaskan oleh petugas pertanahan Kabupaten Batang yang menyatakan bahwa proses 

redistribusi diawali dari penetapan tanah terlantar, diikuti dengan pembentukan panitia pertimbangan 

landreform, lalu diakhiri dengan penerbitan sertifikat hak milik kepada masyarakat. Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab utama dalam verifikasi data yuridis dan fisik, pengukuran 

lahan, serta penerbitan hak atas tanah. Kementerian ATR/BPN menetapkan arah kebijakan nasional dan 

merumuskan peraturan teknis pelaksanaan redistribusi tanah. Pemerintah daerah, terutama di tingkat 

kabupaten dan desa, terlibat dalam pembentukan gugus tugas, fasilitasi teknis, dan pendataan awal 

masyarakat penggarap. Di Kabupaten Semarang, kepala desa menjelaskan bahwa masyarakat 

penggarap telah mengusulkan permohonan pengakuan hak melalui jalur administratif desa dan 

kecamatan, namun belum mendapat tindak lanjut dari BPN pusat karena belum adanya persetujuan 

resmi atas objek tanah yang dimaksud. Tahapan tersebut mencerminkan implementasi prinsip 
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administrasi agraria yang tertib sebagaimana diteorikan dalam pendekatan Legal Realism, di mana 

hukum dipahami melalui pelaksanaannya secara konkret dalam praktik birokrasi dan pelayanan publik. 

Redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah telah menunjukkan capaian administratif, terutama 

pada kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, yang telah mencapai tahap penerbitan sertifikat 

hak milik kepada petani penerima. Namun, di sisi lain, pelaksanaan redistribusi pada kasus PT Sinar 

Kartasura di Kabupaten Semarang masih stagnan pada tahap usulan legalisasi. Petani telah menguasai 

tanah secara fisik selama bertahun-tahun, tetapi belum memperoleh pengakuan yuridis karena tidak 

adanya penetapan objek secara resmi sebagai tanah negara. Hal ini menghambat proses legalisasi dan 

menimbulkan ketidakpastian status hukum. Kelemahan lainnya terletak pada tidak adanya sistem 

pengawasan terpadu pascaredistribusi yang mengakibatkan munculnya praktik pengalihan hak secara 

informal, seperti jual beli tanpa izin dan perubahan fungsi tanah. Permasalahan ini dapat dijelaskan 

melalui pendekatan administrative justice theory, yang menekankan pentingnya tata kelola data publik 

yang transparan dan akurat sebagai prasyarat utama pemberian hak yang sah. Ketika data administrasi 

gagal mencerminkan realitas sosial, maka keadilan substantif tidak dapat tercapai sebagaimana 

diajarkan oleh Lon L. Fuller dalam teorinya tentang the morality of law. 

Keterlibatan masyarakat dalam redistribusi tanah terlihat sejak tahap pendataan calon penerima 

dan penguasaan lahan secara fisik, terutama di kawasan eks-HGU yang telah lama dikelola oleh petani. 

Di Desa Trumben, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengajuan kolektif permohonan 

legalisasi serta keterlibatan dalam diskusi redistribusi melalui kelompok tani. Meski demikian, terdapat 

tantangan berupa lemahnya komitmen dalam menjaga tanah yang telah diberikan, terbukti dari praktik 

pengalihan hak tanpa izin yang dilakukan oleh sejumlah penerima manfaat. Di Desa Candi, penguasaan 

masyarakat terhadap tanah eks-HGU telah berlangsung sejak lama dan didukung oleh perangkat desa, 

namun masyarakat masih menunggu kejelasan status hukum atas lahan yang mereka usahakan. Tingkat 

partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi mencerminkan konsep fungsi sosial tanah seperti 

dinyatakan pada Pasal 6 UUPA dan diperkuat oleh teori social agrarian reform, di mana tanah tidak 

semata dilihat sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang 

mengutamakan penguasaan dan pemanfaatan yang sah serta bermanfaat bagi masyarakat kecil. 

Tumpang tindih klaim atas tanah juga menjadi sumber potensial sengketa agraria yang semakin 

kompleks pascaredistribusi. Ketika tanah eks-HGU tidak segera ditetapkan status hukumnya sebagai 

tanah negara dan langsung didistribusikan kepada penerima yang sah secara hukum, maka terdapat 

celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengklaim kepemilikan, baik 

berdasarkan bukti penguasaan lama, perjanjian informal, maupun transaksi tidak resmi yang tidak 

diakui negara. Contoh konkret terjadi dalam kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, di mana 

sejumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama penerima redistribusi masih menjadi objek 

sengketa akibat jual beli tidak tercatat dan perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. 

Sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan beban psikologis dan finansial bagi petani penerima, 

tetapi juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem redistribusi secara keseluruhan dan 

mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Peran kelembagaan ini sejalan dengan pandangan 

Friedmann dalam theory of role of law in development, bahwa institusi hukum negara harus bertindak 

aktif dalam proses redistribusi sumber daya demi mewujudkan transformasi sosial, bukan sekadar 

sebagai penjamin status quo. 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pelaksanaan reforma agraria 

yang terintegrasi melalui sinergi kelembagaan, transparansi proses, dan pelibatan aktif masyarakat 

dalam setiap tahapannya. Namun, implementasi di Kabupaten Semarang menunjukkan adanya 

penyimpangan terhadap prinsip tersebut. Ketiadaan koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, 

pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional pusat menyebabkan proses legalisasi atas tanah 

yang telah lama dikuasai petani mengalami stagnasi. Keadaan ini mencerminkan belum 

terimplementasikannya norma peraturan secara konsisten di lapangan dan menunjukkan perlunya 
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perbaikan sistem pelaksanaan redistribusi tanah agar sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. 

Situasi ini memperkuat relevansi teori legal pluralism sebagaimana dikembangkan oleh Brian Z. 

Tamanaha (2021), yang menyatakan bahwa hukum formal negara seringkali berbenturan dengan sistem 

norma non-formal di masyarakat, seperti perjanjian lisan atau praktik lokal. Tanpa sinkronisasi antara 

sistem formal dan praktik sosial, hukum negara kehilangan daya legitimasi (Racabi, 2021). 

Tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap petani sebagai 

penerima tanah hasil redistribusi. Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Candi yang telah di 

lakukan pada 22 Mei 2025 bahwa tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan 

terhadap petani sebagai penerima tanah hasil redistribusi mencakup berbagai persoalan sistemik yang 

saling berkaitan dan memperlihatkan kelemahan dalam aspek legislasi, administrasi, kelembagaan, 

serta sosial masyarakat. Salah satu kendala utama yang muncul adalah lemahnya sistem informasi dan 

validasi data. Di lapangan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data subjek dan objek yang 

tercatat oleh Badan Pertanahan Nasional dengan kondisi faktual penguasaan tanah oleh masyarakat. Hal 

ini terlihat jelas dalam kasus PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang, di mana banyak penggarap 

telah lama menempati dan mengelola tanah eks-HGU, namun belum terdaftar sebagai subjek penerima 

redistribusi. Ketidakterdaftaran ini terjadi bukan karena masyarakat tidak memenuhi syarat, melainkan 

karena tidak adanya basis data yang komprehensif dan terintegrasi antar instansi.  

Ketiadaan sistem pendataan yang terpadu menyebabkan proses legalisasi berjalan lambat dan 

penuh hambatan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah justru terjebak dalam 

ketidakpastian hukum. Mereka belum memiliki kekuatan legal yang cukup untuk mengklaim haknya, 

sehingga tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik agraria, penggusuran, maupun praktik-

praktik penyalahgunaan kewenangan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada sulitnya mengakses 

berbagai program pemberdayaan dari pemerintah, seperti bantuan permodalan, subsidi pertanian, atau 

program reforma agraria lanjutan. Dengan demikian, tantangan utama dalam perlindungan hukum 

terhadap petani penerima redistribusi tanah eks-HGU bukan hanya terletak pada pelaksanaan kebijakan, 

tetapi juga pada lemahnya fondasi data dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan pembenahan sistemik 

dalam bentuk penyusunan basis data agraria yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses lintas sektor, 

agar proses redistribusi tanah benar-benar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat yang telah lama memperjuangkan haknya atas tanah. 

Di sisi lain, dari hasil wawancara bersama salah satu staf BPN Batang pada tanggal 24 Mei 2025, 

diketahui bahwa tumpang tindih klaim atas tanah juga menjadi sumber potensial sengketa agraria yang 

semakin kompleks pascaredistribusi. Ketika tanah eks-HGU tidak segera ditetapkan status hukumnya 

sebagai tanah negara dan langsung didistribusikan kepada penerima yang sah secara hukum, maka 

terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengklaim kepemilikan, baik 

berdasarkan bukti penguasaan lama, perjanjian informal, maupun transaksi tidak resmi yang tidak 

diakui negara. Contoh konkret terjadi dalam kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, di mana 

sejumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama penerima redistribusi masih menjadi objek 

sengketa akibat jual beli tidak tercatat dan perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. 

Sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan beban psikologis dan finansial bagi petani penerima, 

tetapi juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem redistribusi secara keseluruhan dan 

mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan ini 

mencerminkan kelemahan dalam aspek penetapan status hukum tanah dan pengawasan pasca-

redistribusi. Tanpa penegasan hukum yang tegas dan perlindungan administratif yang berkelanjutan, 

redistribusi tanah rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi maupun 

politik. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada penerima redistribusi mengenai hak dan kewajiban 

mereka atas tanah yang diterima turut memperbesar potensi terjadinya transaksi ilegal atau 

penyalahgunaan lahan.  
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Di samping itu, harmonisasi antarinstansi menjadi syarat penting dalam memastikan keberhasilan 

redistribusi tanah secara hukum dan administratif. Namun dalam praktiknya, terdapat fragmentasi 

kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang 

menyebabkan keterlambatan pelaksanaan, ketidaktepatan penetapan subjek penerima, dan lemahnya 

pengawasan terhadap dinamika di lapangan. Koordinasi yang tidak efektif ini membuat proses 

redistribusi kerap kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peraturan 

Presiden Nomor 62 Tahun 2023 secara tegas menekankan pentingnya sinergi antar pemangku 

kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria, baik dalam tahap pendataan, penetapan objek tanah, 

validasi subjek, hingga pembinaan masyarakat penerima. Namun, ketiadaan sistem koordinasi yang 

baku dan terstruktur memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip fungsi sosial 

tanah dan asas legalitas dalam redistribusi. Harmonisasi kelembagaan diperlukan bukan hanya dalam 

aspek regulatif, tetapi juga dalam operasionalisasi teknis lintas sektor, agar setiap aktor kelembagaan 

memahami peran dan nilai tanggung jawab secara proporsional serta dapat menjalankan tugasnya secara 

efektif dan akuntabel (Gultom, 2024).  

Demikian tantangan hukum juga muncul dalam bentuk ketiadaan sistem pengawasan dan sanksi 

yang tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah hasil redistribusi. Tanpa pengawasan 

berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan bahwa tanah yang telah didistribusikan justru kembali 

dikuasai oleh pihak lain melalui praktik jual beli ilegal atau pengalihan hak tanpa prosedur yang sah 

(Woozley, et al., 1966). Dalam banyak kasus, petani yang awalnya menerima tanah tidak mampu 

mempertahankan penguasaannya karena terjerat kebutuhan ekonomi atau kurangnya pemahaman 

terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat pada tanah yang mereka terima. Hal ini menunjukkan 

pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif melalui 

pemberian penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta pelibatan masyarakat sipil dalam 

pemantauan proses reforma agraria. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah tidak 

hanya bergantung pada kerangka hukum yang ada, tetapi juga pada kemampuan negara dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum agraria secara konsisten, adil, dan partisipatif. Tanpa 

penyelesaian terhadap tantangan hukum ini, tujuan utama reforma agraria sebagai sarana koreksi 

terhadap ketimpangan struktural dan alat pemulihan hak agraria masyarakat tidak akan tercapai secara 

menyeluruh. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap petani penerima redistribusi tanah harus 

menjadi prioritas kebijakan agraria nasional guna menjamin keadilan sosial yang berkelanjutan dan 

memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. 

 

Simpulan 

Implementasi redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah dalam kerangka reforma agraria telah 

menunjukkan kemajuan dari sisi administratif, salah satunya melalui program redistribusi yang 

dilaksanakan di wilayah eks-HGU PT Sinar Kartasura dan Tratak. Namun, pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek koordinasi antar instansi, keakuratan validasi 

subjek penerima, serta konsistensi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik yang sah secara hukum. 

Hambatan tersebut berdampak pada tertundanya kepastian hukum bagi masyarakat penggarap yang 

telah lama menguasai lahan secara fisik. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 telah 

memberikan kerangka hukum yang komprehensif guna mempercepat pelaksanaan reforma agraria, 

realisasinya di lapangan belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi petani penerima 

tanah. Pelaksanaan redistribusi masih dihadapkan pada lemahnya sistem pengawasan, belum 

optimalnya sinergi antar lembaga pelaksana, serta kurangnya mekanisme perlindungan hukum 

pascaredistribusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan, pengalihan hak secara 

tidak sah, dan memperkuat ketidakadilan struktural dalam penguasaan tanah. 
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